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WALIKOTA PALEMBANG 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR , ,~ 'l'AHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PENUGASAN GURU BEUAWAJ NEGERI SrPlL 
SEBAGAJ KEPALA SEKOLAH 

DENGAN RAHMAT 1'UHAN ¥ANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penugasan 
gun.t sebagai kepala sckolab di Linglmngan Dinas 
Pendidikan, Pcmuda dan Olahraga Kota Palembang dan 
me.nindaklanjuii Peraturan Menteri Pendidikan Nastonal 
Nomor 28 Tahwl 2Ql0 tcntang Pcnuga~ Guru Sebagai 
Kcpala Sekolah/Madrasf;lh, pedu diatur tata cara penugasan 
Pegawai Negeri Sipil sebag;,ii Kepala, Sekolab; 

b. bahwa berdasarkau pcrtimbangan sebagaimana dima.ksud 
dalam huruf, a, perlu menetapkan Pe.raturan Walikota 
Palembang tentang Tata Cara Penug,u;an Pegawai Negcri 
Sipil Sebagai Kep;lla Sekolah; 

l. Undaug-Undang N.omor 28 Tahu.n 1959 tculan1; 
Pcmbentukan Dae·rah Tingkat U dan lfotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Oacrah Republik lndone•sia Talrnn 1959· 
Nomor 73, Tambahan l,-0mbaran Negara Rcpubli.k Indonesia 
Nomor 18211; 

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem 
Pendidikan N·asional (Lemba.ran. Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor '78, Tambahan Lem.bai:an Negara 
RepL1blik rndonesia Nomor 4301). 

3. Undang-Unda.ng Nomor 3.2 Ta.bun 2004 te.ntang 
Pemeriritahan Daerah (Lembar-an Negara Republik Incl(mesia 
Tahuu 2004 No.mor· 125, Tambahan Lembara.n Negara 
Republik rndonesia Nomor 4437) sebagaimana Lelah 
peberapa kali diubah l~ (lengan Undang-Unda.ng 
Nomor 12 Tahun 2008 tent:ang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Ut1dang N.omor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah~ Daerab (Lcmbaran Negara: Rcpublik Indonesia 
Talmo 2008 Nomor 59, Tambahan Lemb1;1ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 teotang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2005,'I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586 ); 



Ment1tapkrui 

5 . Peraturan Menteri Pendid.ikan Nasional Nomor 13. 
Tahun 2007 ten tang Standar Kepala Se-kolah / Madrasah; 

6. Pera.Luran Menteri Peudidikan Nasional Nomor 28 
Tahun 2.010 tcntang Penugasan Guru Sebagai Kepala 
Sckolah /Madrasah; 

7. Peraturan Daeral1 Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 
tent;ing Sistern Penyelenggara,m Pendidikan (Lembaran 
Daerah l<ota PalembongTahun 2008 Nomor 13). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANO TATA CARA PENUGASAN 
GURU PEGAWAl NEGERT STPILSEBAGAT KEPALA SEKOLAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

2 

Dalam Peraturan Walikotajniyang dimaksud dengan: 

L Pe-me.rintah Kota adalah Pcrnerintah kota Palembang. 

2. Walikota adalah Walikota: Palembang. 

3. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Penclidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kor.n Palembang. 

4. Badan Kcpcgawaian Daerah dan Diklat adalah Badan 
Kepegawaian Daerab dan Dikla:l Kota Palembang. 

5. Kepala Oadan Kcpegawaian Daerah dan D.ikl.at adalah 
Kcpala Badan Kepcgawaian Dae.ah dan Diklat Kota 

Palembang. 

6. Kepala Unit Pelaksana Te.knis Dinas yang selanjutnya 
disebur Kwala UPTD adalah Kcpala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Penclidikan, Pemuda dan Olaliraga Kota Palembang. 

7. Kepflla Sekolah adalah Kepala Sekolah di Liogkungan 
Dinas Pencliclikan, Pemada dan Ol~1raga Kula Palembang 
dan Kcpala. Sekolah yang c:lipekerjakan di Sekolah Swasta. 

8 . Taman Kannk - Kanak, Sekolab Dasar, Sekolah Mcncngab 
Pe:rtama, Sekolah Menengah Ai.as dan Sekplah Menengab 
Kejuruan yang selanjumya disingkal TK, SD, SMP, SMA 
dan SMK adalah Taroan Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Meneng~ Kejuruan Pertama, Sekolah Mencngah 
Ai;as dan Seko1'ah Menengah Kejuruan di Kota Palembang. 



BAB Li 
DASAR 

Pnsal 2 

Guru Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan, 
Peml.lda. dan Olabraga dapat ctibcrikan nigas tambahan 
sebagai Kepalo. S-ekolah di sekolah yang diselenggarakan olch 
Pemerintah Ko.ta mau_pun Kepala Sekolah yang dipekerjillmn di 
sekolah yang disclcnggarakan oleh masyardkat. 

Pasal3 

3 

(1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 
sepanjang ada lowoogan Kepala Sekola.b_ dengail ketentuan 
.se bagai berikut: 
a. adanya mmasi Kepala Sekolah; 
b. penambahan sekolab oaru. 

(2) l\1utasi Kepala Sekolah sebagaimaoa p.imaksud pada ayat (l) 
huruf a, discbabkao karcna: 
a. berhenti atas pennohonw, sendiri 
b. relah meo·capai batas usia pensiun sebagai guru; 
c. masa penugasan berakhir; 
d. iliangkat padajaba~ lain; 
e. dikenakan hukuman disiplin pegawai dengau tingkat 

hukuman sedang dan/atau bere.t; 
f. diberhentikan sebel.um masa tugas bera.khir karena 

berbagai sebab; 
g. berhalangan tetap; 
h. tugas belajar paling singkal 6 (enam) bulan; 
i. mcninggal du.nia. 

BAB Ill 
PERSYARATAN 

Pasal 4 

(l) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan 
sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan 
persyaratan k.husus. 

(2) Pcrsyaratan umu.m sebag~mana dima.kimd pada ayat (I) 
melipuli: 
a. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. momiliki kualifikasi akademik paling rcndah Sarjana KS 1) 

atau diploma IV ( D - tv) kependidikan atau non kcpendidikan 
pcrguruan tinggi yang terakreditasi; 

c . usia setinggi - tinggi.nya 50 (lima puluh) ta.bun untuk SD ,dan 
56 (lima puluh enam) tabun untuk SMP, SMA dan SMK pada· 
saat test / seleksi; 

d . sehnt Jasrtlani do.n rohani berdasarkrui 5:\.1ra.t ke.tera i,gan dari 
dokter peroorintah; 
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e. tidak pernah ~cnakan hUkuman disiplin dengan tingk.at 
hukuman sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

I. aktir mengajar dan ~t.au membimbing sckurang - kurangnya 8 
(delapan) t:ahun pada sekolah yang setingkat atau sejcn.isnya 
dengan sekolah yang menjacli tempal bertugas; 

g. Daitar Penilai Prestasi Pegav.'8.i (DP3) st':I:endah - rendahnya 
memperoleh nilai amat baik unm.k unsur keseliaan dan nilaj 
bai.k untuk unsur penilaian laionya dalam 2 (dua) tahun 
terakhir;dan 

h. memniki sertiflkat pcnclidik.. 

(3) Persyaratan khusos sebagaimana dimaksud pada ayat (J) 
meliputi: 

a. berstatus sebagai guru pada jcois atau jenjang 
sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/ rnadrasah 
tcmpat yang bersangkut.an akan diberi tugas tambahan 
scbagai Kepala Sckolah; 

b. calon Kepaln SD memiliki kualifikasi akademik Sarjaul;\ (S1) 
atau Diploma Empat (DJV) kependidikan a,tau Non 
Kependidikan pada perguruan t.inggi yang lerakredi.1.asi dan 
telah me,niliki jabatan Guru Dcwasa dengan 
Pangkat/Golongan paling rendah Penata/ (1Tl/c); 

c. calon Kepala SMP berijazah paling rendah Sarjana (Sl) dan 
memili1d jabatan Guru De,vasa dcngan Pangkat/ Golongau 
paling rendah PcnaJa/llll/c); 

d .. calon ·Kepala SMA bcrijazab paling renaah Sarjana (SI) dan 
memlliki jabatan Guru Dewasa Tingkat 1 dengan 
Pang~t/Golongan paling rendah Penata Tingkal l /(Ill /d); 

e. caJon Kcpala SMK memenuhi sya:rat: 

I. berijazab serendah - rcn.dahnya Sarjana lSl) ,dan memlllk.i 
jabala.o Guru Dewasa Tingkat l .deng-..-tn Pangkat/Golongan 
paling rendah Penata Tingkat I (lll / d); 

'2. mcmiliki pengetahuan tentang hubun·gan kerja aan kerja 
s·ama dengan dunia usaha, at.au dunia industri; 

3 . memiliki wawasan tent.mg unit produksi. 

.{4} Selain memenuhi pcrsyaratan umum dan persyaratan khusm; 
scbaga.i,mana c:!iµJa.ksud pada ayat (2) dan ayal (3)1 calon Kepala 
TK,SD, SMP, SMA, SMK diutamakan bagi merek.a yang dapat 
berkomunikasi dalam bahasa lnggris da.n/at.au babasa asing 
lainnya. 

BAB IV 
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH 

Pasal5 

(1) Guru yang akan diberikan rug-as rambaha.n sebagai kepaJa 
sekolah ha.us mengi.kui:i seleksi dan lu1u!> seleksi calon ~epaln 
Sekolah. 
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(2) Selcksi Calon Kepala Sekolah sebagaimaoa dimaksud pada 
ayat (J) dilakukan dengan: 
a. Seleksi Tahap I dilakukan untuk meneliti kelengkapan 

adminislrctsi dan Surat Kcterangan Dokter yang menyatakan 
sehat jasmani dan Rohani; 

b . Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap l alau seleksi 
admfoistrasi tidak dapaL mcmgikut.i sclcksi Calon Kepala 
Sekolab pada Lah.ap 11 atau tes tcrtulis dan paparan 
makalah; 

c. Penelapan kelulusau Seleksi Calon Kepala Sekolab 
<.HlcLapkan bcrdasarkan hasil akllir penilainn seleksi tabap II 
atau tes tertulis dan paparan makaJah dilartjut.kan dengan 
pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah; 

d. Calon Kepala Sekolab setelah mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Colon Kepala Sekolah sesu~ dengan jenjang 
tingkal SD, SMP, SMA, khusus Calon Kepal-a Sekoloh SMK 
langsung mengikuti Talent Counting. 

BABV 
MASA TUGAS 

(1) Tugas tnmbahan sebagai Kcpala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK 
adalah untuk 1 (saru) periode masa lugas selama 4 (empac) 
tahun. 

(2) Masa lugas tambahan Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkal kcmbali unruk 
(I) kali periodc masa rugas dan harus mengikuti selcksi khusu~ 
untuk masa perpanjangan jabatan sebagai Kcpala Sekolah atau 
formasi memenu.hi pcrsyaratnn. 

(3) Uuru yang mclaksanakan lugas tambo.han sebagai Kepala 
Sekolah 1 (satu) arau 2 (dua) kali periode masa tu.gas bertuntt­
turul dapat dilugaskan kembali menjadi Kepala Sekolab 
apabila: 

a . tcla.h melewati tenggang waktu paling rendah l (satu) kaJJ 
masa rugas (4 t.ahun) den alau hanya (1) sani penode (4 
tahun); 

b.mcmiliki prestasi kerja yang istimewa dcngan tanpa l<.mggang 
waktu dan ditugaskan di sekolah lainnya; 

c. memiliki prestasi yang sangat baik sehingga yang 
bcrsangkutan dapat dipromos.ikan dalam jabatan lain sepe:rti 
pengawas atau penillk sekolah dengan lerlcbih dahulu 
mendapatko.n perscrujuan dari Walikota. 

(4) Kcpala Sekolah yong masa tugasnya tclah berakllir dnn ala:u 
tidak lagj sehagai Kcpala Sekolah sesuai dengan jenjang 
jabatan yang bersangkutan wajib melaksanakan proses belajar 
mcngajar dan bimbingan atau konseling sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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(5) Tata cara pcmberhenrian KcpaJa Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
memperhatlkan koLenruan sebagal bcrikul: 

a. bagi guru yang diberi tugas t.ambahan sebagai Kepala 
Sekolah yang masa tugas atau jahatannya kurang dari 4 
tahun masa tugas dipcrhitungkan sebagai bahon dari masa 
tugas w1tuk periode tahap 1 dan masa rugas tcrsebuL akaa 
bcrakhir setclah mcncapai 4(empat) tahun; 

b. bagi Kepala Sekolah yang masa tugas otau jabatannya telall 
mcncapai 4 (empat) Lahun dinyalakan masa tugasnya Lelah 
berakhi-r dan dapat diperpa.njang 1 (satu) kali periode masa 
tugas 4 (empal) talnm apabila hasil penilaian oleh pejabat 
yang berwenang menunjuk.kan prestasi kerja yang baik dan 
melalui seleksi khusus unruk mempt:rpanjang masa jabata.n 
dan ada formasi serta memenuhi persyaratan; 

c. bagi Kepala Sckolah yang mosa tugasnya telah mcncapa.i 4 
(empat} rahun lcbih dianggap telah melaksonakan t\lgas 1 
(satu) kali masa tug_as sehingga perlu diberhentikan kare na 
habis masa tugas dan dapat di.aliht:\.tgaskan delam tugai; 
dan/atau jabatan lain apabila merniliki prestasi kerja yang 
sangaL baik berdasarkan penilaian pcjabat yang bcIWenang 
dan mendapat persetujuan WaJikota; 

d. bagi Kepala Sekolah yang baru dilaot.11< scteloh 
dileLapkan.oya Peraruran Walikota ini maka bedaku 
sepenuhnya scsuai dcngon ketentuan peraluran ini; 

e . penetapan masa kerja omu tugas sebagai Kepala Sekolah 
diperhitungkan berdasarkan surat keputusan pertama kajj 
guru yang bcrsangkuLan diangkat sebagai Kepala Sekolah 
oleb pcjabat yang berweaang; 

f. selain kctenturu1 sebagaimona dimaksud dalam buruf a. 
hurur b, huruJ c, huruJ d, dan huruf e di alas opabila Kepala 
Sekolah melakukan kcsalahan dan dapal dibuktikan dcngan 
Be-rita A1:ara Pemeriksaan scrta dipuluskan Sadan 
Perlimhangan Jabatan da.n Kepangkat.a.n, maka unruk masa 
rugas 4 (empat) whun pert.ama don/atau 8 (dclapan) tahun 
masa cugasnya dapat diabaikan. 

BABVl 

PEMETMN KEBUTU1 IAN DAN PE:NE'l'APAN 

PENUGASAN GURU SERAGAl KEPAf.A SEKOLAH 

PasaJ7 

(1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan Kepala Sekol11h 
dengan kcwenangan don kctentuan peraruran pc:rundang 
undangan yru1g berlaku. 

(2) Dalrun rangka menjamin objektivitas pengan?.kalan guru 
sebagai Kepala Sckolah scbagaimana dimoksud dalam Pasal 3 
dapaL dibentuk Tim pertimbangan dan penugasan Guru 
Pegawal Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah. 
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(3) Tim pcrtlmbangan dan penug~san G~1.ru Pegawai Negeti Sipil 
sehagaj Kep~a Sekolah sebagaJmana di.maksud pada ayat (2) 
terdiri dad unsur Kamite Sekola.b, PejabaL Pengelola. 
Ketenagaan (tenaga tcknis dan kepegawaia:n} pada Pemenntah 
Kota, Pengawas Sekolah yang relevan, Kepala UPTD di Liap 
Kecamatan dan Kepala Di:nss Pendklikan. 

(4} Tim pertim.bangan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil 
sebagfli Kepttla Sekolah sebagaimana di.maksud pada ayat (2) 
ilite~pkan oleh Walikoca. 

Pasal 8 

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Guru Pcgawai Negeri 
Sipil scbagai Kepala Sekolah adalah scbagai berilrut: 

a. pengawas Sekolab bersama Kepala Sekolah mengusulkan 
calon Kepala Sekolah yang memenuhi per.syara.tan kcpada 
Kepala UPTD; 

b. Kepala UPTD menghimpnn dat.a Kepala Sckolah dan 
mcnyampaikan.hasilnya Kep_ada Kcpala Dinas; 

c. Kcpala Dinas melakukan seleksi Guru Calon Kepala Sekolab 
Tahap l/seleksi Administ.rasi dan Tahap a/Tes Tertulis dan 
papara:n makalah dilanjutkan dcngan melaksanakan 
Pendidikan dan Pelatihan Calnn Kepala Seko.lah; 

ti. berdasarkan basil seleksi sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c, Kepala Dinas rucngusulkan Calon yang memenuhi 
persyaraLan dan kompete.nsi kepadA tim perHmbangan dan 
Penugasan Oum Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala 
Sekolah rlengan tembusan kepada Wallkota; 

e . Lim pertimbangan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil 
se~agai Kepala Sekolah selanjutnya mengadakan pcrtcmuan 
unhlk penilaian c;l.a,n pertimbangan terhadap calon; 

f. ketua Lim pertimbangan dan penugasan Guru Pcgawai 
Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah .mengusulkan kepad:a 
Walikota selaku Pejabat yang berwenang menetapkan 
pengangkatan Kepala &:kolah; 

g. Wal.ikota menetapkan keputusan pengangkatan Kepala 
Sekolah sesuai dengan kewenangan dan kctcntua:n 
peraruran perundang - undangan yang berlaku. 

BAB VJ] 
TATA CARA PENILAlAN KJNERJ1\ KEPALA SEKOLAR 

Pasal9 

(1) P.eniJajan kinerja KepaJa Sekolah dilakukan secara lierkaJa oleh 
pejabat fungsional yang berrugas membina sekolab dan/ atau 
aparal pcngawasa.n fungsionn.1. 

(2} Penilaian sebagaimana dimaksud pada -ayar (1) meliputi aspek 
yang berdasarkan lugas dan tanggung jawab 1<epala Sekolah 
sebagai berikut : 
a. pemimpin; 
b. manajcr; 



c. pendidikun; 
d. ad.ministralor; 
c. wirausahaan; 
f. pencipta lklim Kerja; 
g. penyclia. 
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(3) Kriteria penilaian, inst.rumen penilaia.n aan ukuran 
keberhasilan pelaksanaan tugas serta petunjuk pelaksAna.an 
penilaia.n Kepala Sekolah ditctapkan oleh WaJikota. 

(4) Hasil pelaksanaan penilaian tugas Kepala Sckolah 
disampaikan oleh Kcpala Dinas. 

BAB Vlll 
TATA CARA PENOADAAN KEPI\LA SEKOLAH 

Pasal 10 

Tata earn Pengadaan calon Kepala Sekolah TK dan SD adalah 
sebagai berikul: 
a. Kepala UPTD mcngusulkan guru sebagai calon Kcpala 

Sekolah TK dan SD paling tinggi J 1/2 (satu sete11gah ) kali 
jumlah lowongan dan mcmbuat daftar urut calon Kepa1a 
Sekolah berdasarkan tingkal pemcnuhan persyaralan yang 
dimiliki dan menyampai.kan kcpada Kepala Dinas 
berdasarkan masukan pengawas sekolah; 

b. Kcpala Dinas mcnghimpun dan menelaah data calon Kepala 
Sekolah yang memenuhi persyaratan don melakukan seleksi 
Calon Kepala Sekolali melalui sclcksi administrasi, tes 
kemampuan akademik, keterampilan dan kemampuan lain 
melalui wawancara dan psikotes; 

c. Kepalo Dinas Pcnclidikan, Pemuc.la dan Olah.raga 
mcnghimpun hasil sekksi clan menetapkan calon Kepala 
Sekolah yang telah memenuhi persyaratan daa lulus seleksi 
les serta menyarnpaikan daflar urut calon Kcpala Sekolah 
kcpado WalikoLa dengan tembusan kepada KepaJa Dinas 
Pendldikan Provinsi Sumaccra. Selatan. 

Pasal 11 

Tata t~am pengadaan calon Kepala SMP, SMA dan SMK adalab 
sebagai berikut: 
a. Kepala Sekolal1 mengusulkan guru scbagai calon Kep:iJa 

Sekolah SMP, SMI\ dan SMK yang =emenuhi persyaratan 
kepada Kepala Bidang yang membidangi SMP/SM pada 
Dinas Pencliclikan, Pemuda dan Olahraga scsuai dengan 
urutan peringkat pendidikan dan pclati.han calon KepaJa 
R~kolah dan m1myompaikan kepRda KepAla Dinos 
berdosarkan masukan dari PengA.was Sekolah; 

b. KepA.la Dinas menghimpun datl menelaa.h data calon Kepala 
Sekolah yang memcnuhi persyarawn dan mela.kukan 
seleksi calort Kepala Sekolah mclalui seleksi administrasi, 
tes kcmampuan akademik, kcteromptlaa daa kemampuan 
lain rnclalui wawancara dan Psikoles; 
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c. Kcpala Dinas menghimpun hasil seleksi dan menetapkan 
calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan lulus 
seleksi res sena mcnyrunpaikan daftar urut calon kcpada 
Walikota dcngan tembusan kepada Kepala Dfoas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Selat.an. 

BAB TX 
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN 

MASA PENUGAS/\N GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH 

Pasal 12 

(I) Kcpala Sekolah dapaL dibe-rhentikan dari penugasannya 
dikarenakan: 
a. permohonan scndiri; 
b. masa penugasan be-rakhir; 
c. dinilai tidak bcthasil daJam melaksanakan tugas; 
d. telah mencapai bat.as usia pensiun jabatan fungsional guru; 
e. diangkat padajabatan lain; 
f. dikennkan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman 

disipl.in scdang dan/ai.au berat; 
g. dibcrhentikan dari jabatan guru; 
h. mcn.inggal durua. 

(2) Pembe-rhentian Kepala Sekolah sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (1), diloksanakau oleh W.alikota atas usulan Kepala 
Dioas. 

(3) Tala cara pembcrhcntian Kepala Sckolah yang dinilai lidak 
berhasil dalam meloksanakan tugas meliputi: 
a. Kepala UPTD menyampaikaa data Kepola Sekolab yang. 

d.inilai tidok berhasil dalam mclaksanakan rugas kepada 
Kepala Dinas mclalui Kapala Bidang TK/SD dan Kapala 
Bidang SMP/SMA l>ctdasarkan basil penilaia:n pengawas 
sekolah; 

b. Kcpala Dinas melolui Kepa.la Sadan Kepegawaian dan 
Diklot meoghirnpun dan mengana.lisis basil penilaian 
Kepala Sekolah dengan memperhntikan masukan Badan 
Perlimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan mengi.isulkan 
pemberhcntian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil 
melaksanakan lugas; 

c. Kcpala Dinas scbaga.imana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
menyampaikan saran atau pertlmbangan untuk 
pembcrheotian Kepala Sckolah kepada Walikota. 

Pa.sat 13 

Tata caret perpanjangan masa tugas Kepala Sekol.:J.h TK, SD, 
RMP, SM/\ dan SMK: 
a. Kcpala UPTD melak:ukan scleksi pcrpanjangan masa 

penugasan Kepala Sekolah dan mcmbuat daftar urut 
peri.ngkat scrta menyampaikan kepada Kepala Dinas 
berdasarkan ma:sukan dari pcngawas sckolah. 

b. Kepala Dinas menghimpun data Kepala Sckolah yang 
rliperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan 
kcpada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat dengan 
terlt•bih dahulu melaksanakan seleksi khusus: 



rn 

c. Kepala Badan Kepega.waian dan Diklac menyampaikan 
daftar usul Kcpala Sekolah yang perlu diperpanjang masa 
penugasannya kcpada Walikota; 

d. Walikota atau pcjabat yang ditunjuk menetapkan 
pcrpanjangan masa pcnugasan guru sebagai Kcpala 
Sekolah, yang bersangkutan dengan kcputusan celah 
menyesuai.kan hasjJ penilaian yang diterima dari Kepala 
Dinos. 

BABX 
PENUTUP 

PasaJ 14 

Denga.n ditetapkannya Peraturan Walikota mi maka 
Keputusa.n Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2007 
tcntang Tata Cara Pcnugasan Guru Pcgawai Negeri Sipil 
sebagai KepaJa Sekolah dicabut dnn dinyatalran tidok 
berlaku. 

Pasal 15 

Pcraturan wolikota jru muJai berla.ku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerint.ahkan 
pcngundangan Peraruran Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kota Palembang. 

Diletapkan di Pol bang 
pada tanggaJ :,; ~.-.nb<:r 2013 

EMBANG, 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggaJ .'.1 - 11, _ 2013 

SF-KR 
KOT 

BERJTA DAERAH KOTA PALEMBANG TAlilJN 2013 NOMOR G.4 


